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ABSTRAK 

 

Fungsi Kepolisian dalam sistem Pemerintahan Negara keberadaan lembaga 

kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak 

mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai 

aparat penegak hukum. Peran Profesi Pengamanan Polri adalah sangat vital dalam 

menjaga kredibelitas Polri di tengah masyarakat dan dalam penegakan hukum 

disiplin angggota Polri, disamping tugasnya sehari-hari mendisplinkan anggota 

Polri dilapangan Profesi dan Pengamanan juga dituntut selalu proporsional dan 

professional dalam menegakkan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar, 

unit provost inilah yang kemudian mengontrol anggota kepolisian dalam kehidupan 

sehari-hari dan juga dalam pelaksanaan tugas mengaplikasikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, 

menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Kata Kunci : Propam, Disiplin, tata tertib, penegakan hukum  
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ABSTRACT 

 

The function of the police in the state governance system is highly necessary 

for society. There is no society without a police institution. The police are tasked 

with maintaining public order and security (Kamtibmas). Additionally, the police 

also play a role as law enforcement officers. The role of Propam (Internal Affairs) 

in the Indonesian National Police (Polri) is crucial in maintaining the credibility of 

the police within the community and in enforcing disciplinary law among police 

personnel. In addition to their daily task of disciplining police personnel in the field, 

Propam is also expected to always act proportionally and professionally in 

enforcing the law against police personnel who violate regulations. The Propam 

unit is responsible for controlling police officers in their daily lives and in the 

execution of their duties, applying Government Regulation Number 2 of 2003 

concerning the Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National 

Police. The disciplinary regulations for members of the Indonesian National Police, 

as stated in Article 1 number 3 of Government Regulation Number 2 of 2003 

concerning the Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National 

Police, are a set of norms aimed at fostering, enforcing discipline, and maintaining 

order in the lives of members of the Indonesian National Police. 

Keywords: Propam, Discipline, order, law enforcement. 
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